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Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan
wanita untuk membina sebuah rumah tangga yang bertujuan membentuk keluarga
yang bahagia dan kekal, bagi suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi
agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai
kesejahteraan spiritual dan material. Akan tetapi pada kenyataannya banyak terjadi
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pada tahun 2023 terdata terdapat 2.331
kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan, yang 58,1% merupakan
kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yaitu sebanyak 1.354 kasus. Sebagi
bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dibentuklan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga Namun terdapat perbedaan persepsi akan penerapan UU Nomor 23
Tahun 2004, ada yang berpendapat bahwa UU Nomor 23 Tahun 2004 hanya
melindungi bagi mereka yang melakukan perkawinan yang sah dan dicatatkan di
negara saja, yang dalam hal ini penliti tidak setuju. Seperti halnya pada Putusan
Pengadilan Negeri Sarolangun nomor : 146/Pid.Sus/2017/PN Srl, yang dalam
pertimbangannya hakim memuat fakta hukum bahwa terdakwa MOD. HERI dan
korban NUR ASIAH terikat perkawinan di bawah tangan yang kemudian Majelis
Hakim dalam putusannya memvonis menggunakan pasal penganiayaan yang
terdapat dalam KUHP, tidak menggunakan UU Nomor 23 Tahun 2004. Maka dalam
penelitian ini peneliti bertujuan untuk meneliti pertimbangan hakim dalam
memutus perkara KDRT dalam perkawinan di bawah tangan yang terjadi di
kabupaten sarolangun, serta menganilis apakah putusan pengadilan negeri
sarolnagun nomor : 146/Pid.Sus/2017/PN Srl telah memenuhi nilai kepastian
hukum dan nilai keadilan.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan tipe penelitian studi kasus
putusan pengadilan nomor : 146/Pid.Sus/2017/PN Srl, yakni menganalisis
pertimbangan majelis hakim dan menganalisis penerapan kepastian hukum dan
nilai keadilan. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya yaitu bersifat perskriftif,
dan oendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan
konseptual, dan pendekatan kasus. Untuk menganalisis permasalahan hukumnya
menggunakan sumber baha hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang
terninya pengumpulannya melalui studi dokumen dan studi pustaka. Bahan hukum
yang didapat dianalisis melalui analisis teks atau isi berdasarkan logika dan
argumentasi hukum.



Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif. Dakwaan
alternatif pertama, terdakwa didakwa dengan Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dakwaan
alternatif kedua merupakan dakwaan subsidair, terdakwa didakwa dengan Pasal 351
Ayat (3) subsidair Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP). Kejahatan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat
kemanusiaa. Konsep KDRT yaitu kekerasan yang mengakibatkan penderitaan baik
fisik, psikis, maunpun ketergatungan ekonomi yang terjadi dalam lingkup rumah
tangga. Lingkup rumah tangga terdiri dari ayah, ibu, anak, serta orang yang tinggak
dalam rumah termasuk pembantu rumah tangga yang menetap dalam rumah tangga
tersebut. Tertuliskan bahwa KDRT adalah kekerasan yang terjadi dalam lingkup
rumah tangga. Selama kekerasan itu terjadi dalam lingkup rumah tangga maka
Undang-Undang Nomor 23 TAhun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga merupakan dasar hukum yang tepat untuk mengancam pelaku
KDRT serta melindungi para korban KDRT. Sementara Majelis hakim dalam
Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN Srl, dalam
pertimbangannya majelis hakim tidak memperhatikan adanya kekerasan dalam
rumah tangga meskipun dalam fakta hukum tercantum bahwa terdakwa dan korban
memiliki ikatan perkawinan di bawah tangan. Majelis hakim dalam
pertimbangannya condong terhadap dakwaan alternatif II primair Pasal 351 ayat (3)
KUHP dan mengesampingkan dakwaan alternatif I Pasal 44 ayat (3) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga, yang menurut peneliti adalah tepat untuk digunakan dalam perkara ini.
Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun nomor : 146/Pid.Sus/2017/PN Srl yang
diputuskan berdasarkan musyawarah majelis hakim, dalam pertimbangannya
terdapat fakta hukum bahwa terdapat ikatan perkawinan antara MOHD. HERI
dengan NUR ASIAH namun majelis hakim memutus bahwa terdakwa terbukti
melakukan perbuatan penganiyaan daripada kekerasan dalam rumah tangga, yang
menurut peneliti tidak tepat sehingga kepastian hukum tidak terpenuhi. Kepastian
hukum berfungsi untuk menerapkan hukum yang tepat. Dengan tidak terpenuhinya
nilai kepastian hukum maka keadilan tidak terpenuhi, sebab hukum yang digunakan
tidak tepat dan tidak efektif. Apabila perkara dalam putusan pengadilan nomor
146/Pid.Sus/2017/PN Srl dikenakan dakwaan alternatif I adalah tepat menurut
peneliti, unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi
sehingga adalah tepat jika menerapkan dakwaan alternatif I.
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ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga semakin marak terjadi, pada tahun 2023 tercatat
2.331 kasus kekerasan terhadap perempuan yang 58,1% merupakan kasus KDRT
yaitu sebanyak 1.354 kasus. Dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah guna melindungi
korban KDRT, namun ada persepsi bahwa korban KDRT yang dapat dilindungi oleh
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga hanya bagi yang melakukan perkawinan secara sah dan dicatat
sementara perkawinan di bawah tangan tidak, seperti pada kasus dalam putusan
pengadilan negeri sarolangun nomor 146/Pid.Sus/2017/PN Srl. Tujuan penelitian
ini guna memahami pertimbangan hakim serta menganalisis penerapan kepastian
hukum dan niai keadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor :
146/Pid.Sus/2017/PN Srl.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat perskriftif dengan
pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri
Sarolangun dalam putusan nomor 146/Pid.Sus/2017/PN Srl tidak tepat dalam
memilih dasar hukum dikarenakan menginterpretasikan bahwa perkawinan di
bawah tangan tidak dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga diterapkannya
Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menurut
peneliti tidak tepat. Tidak tepatnya dasar hukum yang digunakan maka nilai
kepastian hukum tidak terpenuhi dan dengan tidak terpenuhinya nilai kepastian
hukum maka nilai keadilan tidak terpenuhi.

Kata kunci (keyword): hukum pidana, kekerasan dalam rumah tangga, perkawinan
di bawah tangann
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